
5. Pcraturan .

4. Peraturan Pernerinrah Nomor 18 TahLII1 2016 tentaug
Perangkat Daerah [Lembaran Negara Repuhlik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
bcbcrapa kali, tcrakhir dcngan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua alas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara
Rcpublik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaran NcgaraRcpublik
Indonesia Nomor 5533);

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketenruan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pcmbcruukan dan Susunan Perangkat Daerah kota
Palernbang perlu menetapkan Peraruran Walikota
Palembang tentang Kcdudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi PamongPraja Kota
Palcmbang;

Mcngingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pernbentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera
Sclatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nornor 73, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

WALIKOTAPALEMBANG,

DENGANRAH}'1ATTUHANYANGMAHA ESA

KI£DUDUKAN.SUSUNANORGANISASI,TUGASDAN i"UNOSISERTATATA
KERJASATUANPOLISIPAMONGPRAJAKOTAPALEMBANG

TI!.:NTANG

NOMOR 11.. TAHUl\ 2016

PERATURANWALIKOTAPALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN
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(2) Satuan .

(1) Satuan Polisi Parnong Praja merupakan un sur pelaksana
urusan pemerintahan bidang ketcntraman dan keteruban
umum serta perlindungan rnasyarakat sub bidang urusan
ketentrarnan dan ketertiban umum;

Pasal2

DABII
KEDUDUKANDANSUSUNANORGANISASI

Dalam Pcraturan Walikota ini, yang dirnaksud dengan:
1. KOlaadalah Kota Palembang.
2. Pemcrintah KOlaadalah Pernerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palernbang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekrctaris Daerah adalah Sekrctaris Daerah KOla

Palembang.
6. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang,
7. Kepala Satuan adalah Kcpala Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Palembang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Saluan Polisi Pamong

Praja Kota Palernbang.
9. Bidang adaJah Bidang pad a Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Palembang.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Palembang.
I I. Seksi adalah Seksi pada Saruan Polisi Pamong Praja KOla

Palembang.
12. Urusan adalah urusan pemerintahan yang menjadi

kewcnangan Pernerintah Kota Palernbang.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan

yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
Iungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrarnpilan
tertentu.

Pasal 1

BABI
KETENTUANUMU:-.1

Menctapkan:PERATURAN WI\LlKOTATENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANlSASl, TUGAS. DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SATUANPOLISI PAMONGPRAJAKOTAPALEMBANG

MEMUTUSKAN:

5. Peraturan Dacrah Kota Palernbang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kota
Palernbang (Lernbaran Daerah Kota Palernbang Tahun 2016
Nomor 6).
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(3)Masing-masing ...

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Pcrencanaan dan Pelaporan.

c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah,
membawahi:
1. Scksi Pcmbinaan, Pcngawasan dan Penyuluhan; dan
2. Seksi Penyelidikan dan Pcnyidikan.

d. Bidang Bina Kctertiban Umurn dan Kctcntraman
Masyarakat, membawahi:
L Seksi Opcrasional dan Pengcndalian;dan
2. Seksi Pengawalan dan Kesamaptaan.

e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi:
1. Scksi Pclatihan Dasar;dan
2. Seksi Teknis FungsionaL

f. Bidang Pcrlindungan Masyarakat, membawahi:
1.Seksi Saruan Perlindungan Masyarakat; dan
2. Seksi Kewaspadaan Dini.

g. Kelompok .Iabatan FungsionaL

(2) Sekretariat dipimpin olch Sekretaris yang bcrada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala saruan.

Pasa13

(4) Satuan Polisi Pamong Praja dalam mclaksanakan rugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan
fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis;
b. pelaksanaan kcbijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. penyelenggaraan urusan pemcriniahan dan pelayanan

umum;
d. pclaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan

Iingkup tugasnya;
c. pelaksanaan adrninistrasi dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya;dan
f. pelaksnnaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota

terkait dengan tugas dan Iungsinya.

(3) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas mernbantu Walikota
melaksanakan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban
umum scrta perlindungan masyarakat, sub bidang urusan
ketentraman dan ketertiban umum.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala
Satuan Polisi Parnong Praja yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.
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PasaI6 ......

(1) Sekretaris mempunyai tugas rnembantu Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja dalam mengkoordinasikan perencanaan,
keuangan dan pelaporan serta rnenyclcnggarakan 1,1rUSan
administrasi umurn, perkantoran, kehumasan dan
kepegawaia n.

(2) Untuk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). Sekretaris mcmpunyai fungsi:
a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan,

keuangan dan pelaporan;
b. pelaksanaan urusan adrninistrasi umurn;
c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan clan

perkaruoran;
d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
e. pelaksanaan urusan kehumasan; dan
r. pelaksanaan fasilitasi hukum dan perundang-undangan.

Pasa! 5

Bagian Kedua
Sekretariat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keternrarnan dan
ketertiban umum scrta perlindungan masyarakat sub urusan
ketentrarnan dan ketertiban umurn berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk
pelaksanaannya.

Pasal4

Bagian Kcsaru
Kepala Satauan Polisi Pamong Praja

BAS III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Scksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kcpala
Bidang.

(6) Ragan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercanturn dalam
Lampiran Peraturan Walikota ini.

(4) Masing-rnasing Sub Bagian dipimpin oleh Kopala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kcpada Sekretaris.

(3) Masing-rnasing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bcrtanggung jawab kepada Kepala
Satuan.
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(2) Uruuk .

(1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Dacrah,
mempunyai rugas mclaksanakan sebagian tugas satuan
di bidang Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah,

Pasol7

Bagian Ketiga
Bidang Pencgakan Pcrundang-Undangan Daerah

(3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas:
a. menyusun rcncana program dan kegiatan sub bagian

perencanaan dan pclaporan;
b. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan

kegialan antar bidang;
c. menyusun dokumcn pcrcncanaan satuan;
d. mengukur capaian kinerja program dan kegiatan bidang;
e. monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;
f. menyuaun dokurnen pclaporan satuan;
g. melaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mernpunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kcgiatan sub bagian

umum dan kcpegawaian;
b. mengelola administrasi umum dan surat mcnyurat:
c. mengelola kearsipan dan kepustakaan;
d. mengelola adrninistrasi barang, perlengkapan dan

kendaraan dinas;
e. mengelola urusan rumah rangga, kehurnasan dan

keprotokolan:
f. mengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan

dinas;
g. mclaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain scsuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian

keuangan;
b. menyusun rencana anggaran kerja satuan:
c. menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan

penggunaan anggaran:
d. mengelola admlnistrasi keuangan belanja iangsung dan

belanja tidak langsung;
e. menyusun dan menganaiisa iaporan keuangan;
f. mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan

pembukuan/ akuntansi;
g. rnelaporkan hasil kerja capaian kinerja: dan
h. mclaksanakan rugas kedinasan lain scsuai dengan

bidang tugasnya.

Pasal 6
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Bagian Keempat .

(1) Seksi Pcmbinaan, Pengawasan dan Penyuluhan,
melaksanakan tugas:
a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan

pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
b. merurnuskan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan

pembinaan, pengawasan dan pcnyuluhan;
c. melaksanakan kebijakan di seksi pembinaan,

pengawasan dan penyuluhan;
d. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian di seksi

pernbinaan, pengawasan dan penyuluhan;
e. melaksanakan koordinasi dengan lcmbaga dan instansi

lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f. melakukan rnonitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan,

pengawasan dan penyuluhan;dan
g. melaksanakan rugas-tugas lain yang diberikan oleh

atasan sesuai dengan rugas dan fungsinya.

(2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, mempunyai tugas:
a. rnenyusun rcncana program kerja dan kegiatan

pcnyelidikan dan penyidikan;
b. merumuskan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan

penyelidikan dan penyidikan;
c. mclaksanakan kebijakan di seksi penyelidikan dan

penyidikan;
d. menyelenggarakan pembinaan dan pengcndalian di seksi

penyclidikan dan penyidikan;
e. rnelaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi

lainnya untuk kelancaran pclaksanaan tugas;
f. rnelakukan monitoring dan evaluasi kegiatan

penyelidikan dan penyidikan;dan
g. melaksanakan tugas-rugas lain yang diberikan oleh

atasan sesuai dengan tugas dan Iungsinya,

Pasal8

(2) UnLuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (I), Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan

di bidang penegakan perundang-undangan daerah;
b. perumusan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan

di bidang penegakan perundang-undangan daerah;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan perundang­

undangan daerah;
d. penye!cnggaraan pembinaan dan pengendalian di bidang

penegakan pcrundang-undangan daerah;
e. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi

lainnya untuk kelancaran peJaksanaan tugas:
f. penyelcnggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan

di bidang penegakan perundang-undangan daerah;dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh arasan

sesuai dengan tugas dan Iungsinya.
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d. melakukan .

(2) Seksi Pengawalan dan Kesamaptaan, mempunyai iugas:
a. rnenyusun rencana program dan kcgiatan scksi

pcngawalan dan kcsamaptaan;
b. menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan kcrjasama;
c. rnelakukan kegiatan pengamanan unjuk rasa dan

kerusuhan rnassa;

(1) Seksi Operasional dan Pengendalian, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiaran seksi

operasional dan pcngendalian;
b. rnelakukan pengawasan dan pcnjagaan ternpat-ternpat

penting antara lain rumah dinas Walikota/Wakil
Walikota, ruang kerja Walikota, Wakil Walikota,
Sekretaris Daerah, dan kunjungan kcrja Walikota/
Wakil Walikota, tempat kedatangan tarnu-tarnu VIP,
gedung dan aset penting, serta upacara atau acara-acara
penting lainnya:

c. melakukan patroli ke tempat-tempat arau lokasi yang
dianggap rawan dan rempat-ternpat keramaian atau
hiburan;

d. melakukan pcngawasan terhadap para pcjabat dan
tamu-tarnu penting;

e. mclakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

f. meJaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain scsuai dengan

bidang tugasnya.

Pasal 10

(1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,
mernpunyai tugas mclaksanakan sebagian tugas satuan di
bidang Ketertiban Umum dan Ketentrarnan Masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat, mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di

bidang kctcrtiban umum dan kctcntraman masyarakat;
b. perumusan petunjuk teknis pelaksariaan kegiatan di

bidang kctcrtiban umum dan kctcntrarnan masyarakat;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang kctertiban umum dan

kctcntraman masyarakat;
d. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian di bidang

ketertiban urnum dan ketentraman masyarakat:
e. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi

lainnya uniuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kcgiatan di

bidang ketertiban umurn dan ketentraman
masyarakat;dan

g. pelaksanaan iugas-tugas lain yang dibcrikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat

Pasal9
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c. menyelenggarakan .

(1) Seksi Pelatihan Dasar, mcmpunyai rugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pelatihan

dasar;
b. memeriksa hasil pclaksanaan tugas bawahan sesuai

pcraruran dan prosedur yang berlaku agar diperoieh
hasil kcrja yang bcnar dan akurat;

Pasat 12

(1) Bidang Sumber Daya Apararur, mempunyai rugas
melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Sumbcr Daya
Aparatur.

(2) Untuk melaksanakanrugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di

bidang sumber daya aparaiur:
b. pcrumusan pctunjuk tcknis pclaksanaan kegiatan di

bidang sumber daya aparatur;
c. pclaksanaan kcbijakan di bidang sumbcr daya aparatur;
d. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian di bidang

sumber daya apararur;
e. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi

lainnya untuk kclancaran pelaksanaan rugas;
f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan di

bidang sumber daya aparatur;
g. penyusunan dan mclaporkan pclaksanaan tugas; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan bidang

tugasnya.

Pasal II

Bagian Kelima
Bidang Sumber Daya Aparatur

d. melakukan kegiatan pengamanan ierhadap usaha
kegiatan yang dilakukan secara massal;

e. me~gatur jadwal operasional Patroli, pcngawalan, dan
penjagaan;

f. melakukan bimbingan dan pengawasan tcrhadap
pengamanan kantor;

g. melakukan Parroli pengawasan, ketentrarnan dan
ketertiban umum dalam penegakan peraturan daerah
dan peraturan walikota;

h. rnelakukan usaha dan kegiatan untuk mencegah
timbulnya kriminalitas;

I. melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian dalam
rangka pcnanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;

k. melakukan koordinasi dengan unit kcrja icrkait, untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

L melaksanakan pengawasan, pcmantau, dan pembinaan
pelaksanaan Pcraturan Daerah;

m. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
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(2) Untuk ......

tugas
bidang

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat, mempunyai
melaksanakan sebagian rugas saruan di
Perlindungan Masyarakat.

Pasal 13

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Masyarakat

(2) Seksi Teknis Fungsional. mernpunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Teknis

Fungsional;
b. menyclia bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar

tercapai tujuan kinerja yang diharapkan;
c. merneriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai

peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh
hasil kerja yang benar dan akurat;

d. melakukan pendataan personil yang akan mengikuti
pelaksanaan teknis fungsional;

e. mengusulkan nama-nama pcrsonil satuan yang akan
mengikuti pelatihan teknis fungsional;

f. menyelenggarakan pelatihan-pelatihan teknis Iungsional
dalam rangka meningkatkan keterampilan dan keahlian
personil Satuan;

g. melakukan kerjasama dengan lernbaga-lcrnbaga lain;
h. rnelakukan koordinasi dengan unit kerja terkait, untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;
I. rnenyelenggarakan monitoring dan cvaluasi kegiatan

tcknis fungsional;
J. menilai prestasi kerja star berdasarkan hasil kerja yang

telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
k. memberikan saran dan pcrtimbangan teknis kepada

Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan
yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya;

1. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dcngan

bidang tugasnya.

c. menyelenggarakan pelatihan dasar untuk peningkatan
kapasitas personil:

d. menyusun perunjuk teknis pelaksanaan pelatihan dasar;
e. melakukan koordinasi dan kerjasarna dengan instansi

terkait untuk penyiapan matcri pelatihan dasar;
f. menganalisa kebutuhan personil yang akan mengikuti

pclatihan dasar;
g. menyelenggarakan birnbingan dan supervisi dalam

rangka pelaksanaan tugas satuan;
h. menyelenggarakan bimbingan dan pernbinaan etika

profesi, pengernbangan pengetahuan dan pcngalaman di
bidang Parnong Praja.

1. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait, untuk
kelancaran pclaksanaan tugas:

J. rnelaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
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b. menyiapkan .....

(2) Seksi Kewaspadaan Dini, mempunyai tugas:
a. menyustm rencana program dan kcgiatan dinas dan

seksi kewaspadaan dini;

(1) Seksi Satuan Linrnas, mempunyai tugas:
3. menyusun rencana program dan kegiatan dinas dan

seksi satuan perlindungan rnasyarakat:
b. menyusun pola operasional mengenai kcgiatan-kegiatan

dibidang perllndungan masyarakat:
c. melaksanakan evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan

informasi dan kesiagaan;
d. memfasilitasi perlindungan rnasyarakat dan

penanggulangan bencana yang rneliputi kcgiatan
pencegahan, kesiapsiagaan, penyelamatan rehabilitasi
dan rekonstruksi;

e. rncmfasilitasi penanganan pengungsi yang meliputi
pemberian bantuan darurat, pcmbinaan, pengembalian,
penindakan/ rclokasi don rekonsiliasi;

r. mcmbantu dalam pernerliharaan kcarnanan,
ketcntrarnan dan ketertiban masyarakat;

g. memfasilitasi peningkatan kapasitas anggota
perlindungan masyarokat melalui pcndidikan dan
pelatihan dasar perlindungan masyarakat;

h. melakukan koordinasi dengan unit kerja tcrkait, untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

I. membantu penyclcnggraan kearnanan dan ketertiban
dalam penyelenggaraan pcmilihan urnurn dan pemilihan
kepala daerah;

J. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan
satuan linrnas;

k. mernberikan saran dan pertimbangan teknis kcpada
kepala satuan ten tang Iangkah-Iangkah dan tindakan
yang pcrlu diambil sesuai bidang rugasnya;

I. rnelaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
m. mclaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dcngan

bidang tugasnya,

Pasal 14

(2) Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (I), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai
fungsi:
a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di

bidang perlindungan masyarakat;
b. perurnusan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di

bidang perlindungan masyarakat;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan

masyorakat;
d. pcnyelenggaraan pembinaan dan pengendalian di bidang

perlindungan masyarakat;
e. pelaksanaan koordinasi dan kcrjasama dengan instansi

terkait;
f. meJaporkan hasil kerja clan capaian kincrja; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang dibcrikan oleh atasan.
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(2) Kepala Satuan ......

(1) Hubungan anrara Kopala Saluan dcngan bawahannya atau
sebaliknya sccara administratif dilaksanakan oleh
Sekretaris.

Pasal 17

BAB VI
TATA KER,JA

Pembiayaan pada Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan don
Belanja Daerah Kota, Anggaran Pcndaparan dan Bclanja Dacrah
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta
surnber-sumber lainnya yang sah.

Pasal 16

BABV
PEMBlAYAAN

(3) Kelompok .Jabatan Fungsional dapat ditugaskan kedalam
bidang dao /atau scksi yang sesuai dengan buur kegiatan
tcknis Iungsional.

(4) Kebutuhan tenaga fungsional ditenrukan bcrdasarkan sifat,
jenis dan beban kerja.

tugas
bidang

(1) Kelompok .Jabatan Fungsional mempunyai
melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan
keahlian masing-masing.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi kedalarn sub-sub
kelompok sesuai dengan kebuiuhan dan masing-masing
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

Pasal 15

BABIV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

b. mcnyiapkan dan rnelaksanakan kerjasarna dengan
lembaga dan instansi terkait dalam rangka deteksi dini,
kerjasama intelkam, scrta pengawasan orang/ lernbaga
asing sesuai dengon prosedur dan ketentuan yang
berlaku unruk kelancaran pelaksanaan tugas;

e. melaksanakan dan membina upaya kewaspadaan dini,
kerjasama intelkarn, scsuai ketentuan berlaku dalam
rangka pclaksanaan program kerja;

d. rnelakukan koordinasi dcngan unit kerja tcrkait, untuk
kelancaran pclaksanaan tugas;

e. rnenyiapkan dan melaksanakan pernbinaan sumber daya
rnanusia aparatur dalarn bidang kewaspadaan dini;

f. mernfasilitasi bimbingon dan pengawasan untuk
mcmbentuk siskamling di lingkungan masyarakat;

g. rnelaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
h. melaksanakan iugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang rugasnya.
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P;:,,,,;:,\?O

Prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi dinas
yang bersifat internal diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan

Pasal 19

BABVIII
KETENTUAN PENUTUP

(2) Segala ketentuan yang bertentangan dan emu tidak sesuai
dengan Peraturan Walikota ini dilakukan penyesuaian.

fungsi Dinas
Walikota 101,
pada tanggal

(1) Efckufitas pelaksanaan tugas dan
sebagaimana diatur dalam Pcraturan
wajib dilaksanakan selambat-lambatnya
1 Januari 2017.

Pasal 18

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

(6) Dalam hal Kepala sauian berhalangan, Kepala Satuan dapat
mcnunjuk Sekretaris atau KcpaJa Bidang di lingkungan
Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan senioritas dan
kepangkatan.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahan diolah dan dipcrgunakan sebagai
bahan pertimbangan dalarn penyusunan kebijakan lebih
lanjut.

(4) Kopala Satuan, Sckretaris, Kepala Bidang, Kepala Su b
Dagian dan Kepala Seksi wajib mcngikuti dan mematuhi
pcrunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan rnasing­
masing serta menyampaikan laporan tepat wakru.

(3) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan
mcngkoordinasikan bawahannya masing-rnasing dan
mernberikan himbingan serla petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya,

(2) Kepala Satuan, Sckrctaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian dan Kepala Scksi dalarn melaksanakan tugas­
tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan sirnplifikasi baik secara vertikal, horizontal
dan diagonal dalam lingkungan masing-masing maupun
antar satuan organisasi di lingkungan Pemcrintah Kota serta
dcngan instansi lain di luar Pemerintah Kota scsuai dengan
tugas masing-masing.
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HARODI[\; MASTOF'A

BERITA DAERAH KOTA PAl.gMBANG TAHLJN 2016 NOl\'IOR '1-1

Diundangkan di Palcrnbang
pada ranggal 30 lJolJ11riJer 2016

SEKRETARIS D/\ERAH
KOTA P.\LEtllD>\l'\G,

IIARNOJOYO

Duciapkan di Palembang
pada tanggal :.?/J IJdV"d"rlbu- 20,16

WALiKOTA CL.MHANG,

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerinrahkan
pcngundangan Peraruran Walikota ini, dengan penempaiannya
dalarn Bcritu Daerah Kora Pnlcmbang.

Pcraturan Walikota mi mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasal21

Dcngan berlakunya Pcraturan Walikota ini, Peraturan Walikota
Palernbang Nornor 4<,) Tahun 2012 tenrang Tugas Pokok,
Fungsi dan Uraian Tuaas Saruan Polis] Pamong Praja I{ ,La
Palernbang, dicabut dan riinyatakan udak bcrlaku.

Pasal ?O
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